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PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR A8 TAIIUN 24603
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUIIAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajuk
Restoran dalam pelaksanaan operasionalnya dapat
berjalan secara efektif, efisien dun optimal, maka
perlu meninaju kembali Peraturan Walikota
Semarang Nomor 188.3/451 Tahun 2001. tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomar 8 Tahun 2001 tentang Pajak
Resioran  untuk  discsuaikan dengan  peraturan
dimaksud;

b. bahwa untuk meclaksanakan maksud tcrsebut di
atas, maka perlu membentuk DPeraturan Walikota
Semarang tentang Pctunjuk Pelaksanaun Peraturan
Daetah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Pajak Resloran,

Mengingat : 1. Undang undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Dacrah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan

Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 fentang
Hukum Acara Pidana (Lcmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Twmbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang
Badan Penyclcsaian Sengketa Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40,
‘lambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3684);




10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 lenlang
Penugihan Pajak dengan Sural Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42,
Tambahaan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3680) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang
Perubahan alus Undang Undang Nomor 19 Tahun
2000 ientang Penagihan Majak dengan Sural Puksa
(Lembaran Negarn Republik lndonesia Tahun 2000
Nomor 129, Twnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3687);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak (Lembaran  Negara Republik
Indonecsia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara Repuhblik Indonesia Nomor 4189);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 (lenlang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indoncsia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 lenlung
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahaan
Lembaran Negara Republik Tndonesia Nomor 4355);

Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tenfang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesin  Tahun 2004 Nomor 66, Tambahaan
L.cmbaran Negura Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (eniang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indomesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahaan
Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 4437),
schagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
denpan  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tuhun 2004 tentang Pemcrintahan Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undung Nomor 33 Tahun 2004 leniang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerinlahan Daerah (Lembaran Negura
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tcniang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4966);




13.

11.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Restribusi Daeruh (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Naomaor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 lenlang
Pemhentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indotiesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemcrintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat Il Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1976
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukumn Acara
Pidana sebagaimana tclah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang
Perubuhan atas Peraluran Pemerintah Nomor 27
Tauhun 1983 tentang Iclaksanaan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (L.embaran Neguara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tenlang
rembentukan Keccamatan di Wildayah Kabupalen-
kabupaten Daerah Tingkal 11 Purbalingga, Cilacap,
Wonogiri, Jepara dan Kendal serta FPenataan
Kecamatan di wilayah Kotamadys Daerah Tingkat II
Scmarang dalam Wilayah Propinsi Tingkat 1 Jawa
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomot 89);

Peraturan Pemerinlah  Nomor 55 Tahun 20056
tentang Danu Perimbangan (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nowmwr 137,
Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pcinetintuli Nomer 58 Tahun 2005 teatang
Pengelolaan Keuangun Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturun Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Icnyelenggaraan Pemerintahan Dacrah (Lembaran
Nepara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lcmbaran Negara Nomor 43593);




Menetapkat

21.

22.

23.

24,

25.

27.

28,

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembuagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerinlahan
Dacrah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabhun 2007 Nomor 82, ‘T'ambahaon
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemecrintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Dacrah dan Retribusi Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Presiden Nomeor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pcngundangan dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-undangan;

Pcraturan Daerah Kotamadya Daecrah Tingkal I
Semorung Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik
Pegawai Neperi Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kotamadya Daerah Tingkat 1T Semarang (Lembaran
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il Semarang
Nomor 4 Tahun 1988 Seri D Nomor 2);

Peraturan Daerah Kota Scmarung Nomor 11 Tahun
2006 tentang Pengelolaan Kenangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007
Nomor | Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Semarang Nomor 1);

. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun

2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Semarang
(Lembaran Daerah Kota Semurang Tahun 2008
Nomor &, Tambahun Lembaran DNacrah  Kota
Semarang Nomor 18);

Pernturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun
2010 tentang Kepariwisataan (Lemburan Daerah Kota
Semarang Tahun 2010 Nomor 5,Tambahan Lembaran
Dacrah Kota Semarang Nomor 40);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun

7011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lemparan

Daerah Kota Semarang Nomor 53).

MEMUTUSKAN

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA
SEMARANG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK
RESTORAN.




BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.

10.

11.

12,

Daerah adalah Kota Semarang.

Pemerintah Daerah adalul Walikota dan Perangkat Naerah sebapa
unsue penyelenggara Pemerintahan Dacrak,

Walikola adalah Walikota Semarang.

Pejabat  adalah Pegawai yang diberi fugas tertentu di bidang
perpajakan duerah scsuai dengun peraturan pernndang-undangan
yang berlaku

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah vyang sclanjutnya
disingkal DPKAD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asct
Dacrah Kota Semarang.

Restoran adalah fasilitas penyedia makunan dan/atau minuman
dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan,
kafetaria, kantin, warung, kolam pancing, pedagang kaki lima bur,
dan sejenisnya termasuk jasa boga dan katering.

Pajak Restoran yang selanjutnya dischut pajak adalah pajak atas
pelayanan yang disediakan olch restoran,

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang
Lidak melakukan wusaha yang meliputi perseroan tcrbatas,
perscroan komanditer, perseroan lainnya, badan wusaha milik
negara (RUMN), utuu badan usaha milik dacrah (BUMD) dengan
nama dan dalam bentik apapun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persckutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi koleklil dan
bentuk usaha tctap.

Qubjek Pajak adalab orang pribadi atau badan yang dapat
dikenakan pujuk.

wajib Pujuk ndalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar
pajuk, pemotong pajak, dan pemungul pajak yang mempunyai hak
dan kewgjiban perpajakan scsuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan dacrah.

Masa Pajak adalah jongka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang
menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghlting, menyetor dal

mclaporkan pajak yang terutang.

Pajak yang Tcrutang adalah pajuk yang harus dibayar pada suatu
saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian
Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objck dan suhjek pajak, penentuan besarnya
pajak yang lerutang sampai kegialan penagihan pajak kepada
Wajib Pajak serta pengawasan pchyetorannya,




14.

17.

18.

19,

20.

21.

23,

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang sclanjutnya disingkat
SPTPD adalah surat yvang olech wajib pajak digunakan untuk
melaporkan penghitungan dan / atau pcmbayaran pajak, obyek
pajak dan / atau bukan objek pajak, dan / atau harta dan
kewajiban  sesual dengan  kelenluan peraturan  perundang.
undangan perpajakan dacrah.

Surat Ketetapuan FPyjuk Dacrah Kurang ayar, yang selangulnya
disingkat SKPDKR, adalah swal ketetapan pajak yang mencitukan
besarnya jumlah pokok  pajak, jumlah kredit pajak, jumlah
kekuarangan  pembayaran  pokok  pajak, besarnya  sanksi
administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Surat Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
sclanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah sural ketetapan pajak yang
menentukan tambahan atas jumnlah pajuk yang ditetapkan ;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat
SKPDN, adalah surat ketctapan pajuk yung menentukan jumlah
pokok pajak sama besurnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak
Ldak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Qurat Ketelapan Pajak Daernh Lebih Bayar, yang selunjutnya
disingkat SKPDLB, adalah sursl ketetapan pajak yang mencniukan
jumlah kelebihan pembayaran pajak karcna jumlah kredit pajak
lehih besar daripada pajak yang tcrutang atau yang tidak seharusnya
terutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjufnya disingkat STPD,
adalah surat unluk melakukan tagihan pajak dan/atau sanks
addministratif herupa bunga dan/atau denda.

Surat Kepulusan DPembetulan adalah surat kepulusan yang
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau
kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
perundang undangan perpajakan dacrah yang terdapat dalam Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak
Naersh Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Nihil, Sural Keotoctapan Pajak Dacrah Lebih Bayar, Surat Tagihan
Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan
Keheratan.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberalan
terhadap Surat Ketctapan Pajak Daerah Kurung Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Dacrah Kurang Buyar Tambahan, Surat Kctctapan
Pajak Daernh Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayuar,
Surat Tagiban Pajak Dacrah arau terhadap pemotong#n Hinu
pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wayib Pajalk.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak afas
banding terhadap Surat Keputusan Kcberatan yang diaj ukan oleh
Wajib Pajak.

pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilukukan sccara
teratur untuk mcngumpulkan dala dan informasi keuangan yang
meliputi harla, kewajiban, modal, pcnghasilan dan biaya, serta
jumlah harga perolchan dan penyerahan barang atau jasa, yang
ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan
laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.




23.

24,

26.

27.

(1)

(2)

(3)

()

(1)

Surat Keputusan Kcberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap Surat Ketetapan Pajak Dacrah Kurang Bayar, Sural Keletapan
Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak
Daerah atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga
yang diajulkan oleh Wajib Pajals,

Pulusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding
terhadap Sural Kepulusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajal.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan sccara
teratur uniuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang
meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan duan biaya, serta jumnlal
harga pcrolechan dan penyerahun burang atau jasa, yang ditutup dengan
menyusun luporun keuangan berupa ncraca dan laporan laba rugi
untuk periode Tahun Pajak tersebut,

Pemeriksaun adalah scrangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah
data, keterangan dan / atau bukti yang dilaksanakan sceara objektil
dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraluran
perundang-undangan perpajakan dacrah.

Penyidikan tindak pidana i bidang perpajakan  daerah adalah
serangkaian lindakan yang dilakuakan oleh Penyidik untuk mencari
serta mcngumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang
tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta
menemukan tersangkanya.

BAB II
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN
Pasal 2

Dalam rangka pendaltaran dan pendataan terhadap Wajib Pajak Hotcl
baru, Wajib Pajuk wajilh mengisi SPTPD dengan jelas, lengkap dan benar
sarta dilandatangani.

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 15 (lima
belas) hari setelah beroperasinya obyek pujak harus mengembalikan
kepada pctugas pajak di DPKAD.

Petugas pajak mencatat SPTPD yang telah dikembalikan oleh Wajib Pajuk
dalam Daftar Induk Wajib Pujuk dan digunakan sebagai dasar untuk
mencrbitkan NPWPD.

Apabila dalam jangka walctu sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak
dipenuhi, pendaftaran dan pendapataan dapat dilakukan oleh Pejabat.

BAB III
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 3

Pembayaran pajak dilakukuan di Kas Daerah alau lempat lain yang
ditunjuk oleh Walikota.

(2) Apabila pembayaran pajak dilakukan dilcmpat lain yang ditunjuk, hasil
penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1
(satu) hari kerja.




(1)
(?)

(3)

(4)

(5)

Pasal 4
Pembayuran pajak harus dilakukan sekaligus atau hanas.

Kepnln DPKAD dapal memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak
unluk mengangsur pajak terutang dalam kurmn waktu tertentu,
getelah moemenuhi persyaratan yvang ditentukan.

Tata cara mengangsur sebugaimana dimaksud ayar (2) adalah :
a. Wajib Pajak mengajukan surat permohonan angsuran;

Atas dasar permohonan tcrsebut Kepala DPKAD dapat
mempertimbangkan pembayaran angsuran;

¢. Apabila permohonun dikabulkan maka dilerbitkan  Surat
Keputusan Persetujuan TPembayaran Angsuran heserta SKPD
Angsuran.

Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2), harus
dilakukun secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan
bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang
belum atau kurang bayar.

Kepala DPKAD dapat memberikan perselujunn kepada Wajib Pajak
untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waklu yang
ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan
dikenakan bunga 2 % (dua perscn) sebulan dari jumlah pajak yang
belum atau kurang dibayar.

Pasal 5

Setiap pembayuaran pajak sebagaimuna dimaksud dalam Pasal 4 diberikan
tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

(1)

(2)

(3)

BAB IV
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 6

Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang scjenis
sehagai awal lindakan pelaksanaan pcnagihan pajak dikeluarkan 7
(tujuh) hari scjak saat jatuh tempo pembayaran.

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sctclah tanggal Surat Teguran
atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib P'ajak harus
melunasi pajak yang ierubiang.

Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis
sebagaimana dimaksud ayal (1) dikeluarkan oleh Kepala DPKAD.

Pasal 7

(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam
jangka waktu scbagaimana dilentukan dalam Surat Tcguran atau
Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang
harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.




(2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa scgera
gctelah lewat 21 (dua puluh satu) han sejnk tanggal surat Teguran
atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan.

Dusal 8

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka wakiu 2 x
24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Walikola alau
pcjabat yang ditunjuk segern menerbitkan Surat Perintah Mclaksanakan
Penyitaan.

Pasal 9

Sctelah Kantor Lelang Negars menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat
pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara
tertulis kepada Wajib Pajak.

BAB YV
KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 10

(1) Kepala DPKAD berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat
memberikan keringanan dan pembebasan pajak.

(2) Tata cara pemberian keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana
dimaksud ayat (1) adalah :

a. Wajib pujak menggukan permohonan secara tertulis  discriai
dengan bukti - bukti tertulis yang sah kepada Kepala DPKAD
dengan menyebutkan :

Nama dan alamat Wajib Pajak;

I

Masa pajak;
Besarnya keringanan dan pecmbebasan pajak;

Alasan yang jelas.

b. Atas dasar permochonan tersebut Kepala DPKAD dapat
memperlimbangkan pemberian keringanan dan pembebasan pajak.

¢. Apabila permohonan dikabulkan make diterbitkan  Sural
Persetujuan Pemberian Pengurangan Keringanan dan Pembcbasan
1"4)ak.

Pasal 11

(1) Wajib Pajak dapal mengajukan keringanan terhadap SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT yang telah diterbitkan.

(?) Keringanan pajak scbagaimuna dimaksud ayat (1) diberikan setinggi-
tingginya 30Y% (tiga puluh persen) dari pajak terutang dan diberikan
dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.




A VI

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRAS]
Pasal 12

Kepala DPKAD karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak
dapat :
a. Membetulkan SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT atau kesalahan

hitung, dan atau kekeliruan dalam pencrapan peratiran
perundang-undangan porpajakan dacrah;

L. Membatalkan atau menpurangkan ketctapan pajak;

c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa

bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi
tersebut dikenakan bukan kesalahan Wajib Pajak.

Permohonan pembcetulan, pembatalan, pengurangan kcetctapan dan
penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi = atas SKPD,
SKPDKRB, SKPDKRT dan STPD schagaimana dimaksud ayal (1) harus
disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Walikota
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dilerimanya
KPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan alasan yang jelas.

Kcpala DPKAD paling lama 3 (tiga) bulan scjak surat permohonan
scbagaimana dimaksud ayal (2) diterima, sudah hoarus membernikan
keputusan.

Apabila setelah lewat waktu 3 ( tiga ) bulan sebagaimana dimaksud
ayat (3) Kepala DPKAD tidak memberikan keputusan permohonan
pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan
atau pengurangan sanksi administrasi,maka permohonan dianggap
dikabulkan.

BAD VII
PENGEMDBALIAN KLICLICI3ILIAN PIEMIBAYAILAN PAJAK
Pasal 13

Wajilhh Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak kepada Kepala DPKAD secara tertulis dengan
mcnychutkan sckurang-kurangnyu :

a. Nama dan alamat Wajib Pujak;

b. Masa pajak;

¢. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
d. Alasan yang jclas.

Kepala DPKAD dalam jangka paling lama 12 (dua belas) bulan sejak
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) memberikan kcputusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) dilampaui
Kepala DPKAD tidak mcmberikan keputusan, permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan
dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1
(satu) bulan.
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(4)

(5)

(5)

(8)

(1)

(2)

(3)

Apabila Wajib Pajuk mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan
pembayaran pajak sebagaimana ayat (3) langsung diperhilungkian
nntuk melunasi terlebiby dahulu nrang pajaknya.

Pengcmbalian kelehihan pembayaran pajak dilakukan dalam wakiu
paling loma 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDKILE,

Apatiln  pengembalian  kelebihan  pembayaran pajak  dilalkukan
sctelah 2 (dua) bulan scjak diterhitkannys SKPDLB, Kepala DPKAD
memberikan  mbalin bunga 2 %  (dua persen)  sebulun atas
keeterlambatan pembayacan leelebihan pujak.

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan denguan utang
pajak lainnya, sebagaimana dimaksud ayat (4) pembayarannya
dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah
bukuan juga berlaku sebagai bukli pembayarannya.

Alas dusur persetujuan Wajib Pajak yang berhak aias kelecbihan
pembayaran pajak, kelchihan tersebut dapat diperhitungkan dengan
pajak yang akan terutang atuu dengan utang pajak alas neuns wa jib
pajak lain.

Pasal 14
Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud
Pasal 29 ayat (5) dilakukan dengan menerttkan SI2D.

5P2D dibchbankan pada mata anggaran pendapatan pajak lahun
anggaran berjulan ataul mata anggaran pencrimaan semula.

Pasal 15
spP2D dibuat rangkap 4 (empat) dengan peruntukan schagai berikut .

a. Lembar ke 1 dun 2 untuk Bidang Perhendaharaan selako Penerbit
sSurat Perintah Pencairan Dana (SP21)

b. Lembar ke 3 untuk Wajib Majak yang bersangkutan.
c. Lembar ke 4 untuk Bidang Pajak.

Bidang perbendaharaan DPEKAD atas nama Kepala DPKAD wajib
menerbitkan Surar Perintah Pencaionran Dana (SP2D) paling lambat 5
(lita) heari kerja sejak SPF diterina,
Bidang Perbendaharaan mengembalikan lembar ke 2 8P2D yang telsh
dibubuhi cap langgal dan nomor penerbitan kepada pencrbit SKPDLI3
Pajak.

BAB IX

TATA CARA PENGILIAPUSAN PIUTANG PAJAK
YANG SUDAH KEDALUWARSA
Pasal 16

Hak untuk meclakukan penagihan pajak kadaluwarsa setelah
melaumpaui  janpka waktu 5 (lina) tahun terhitung scjak saaf
terutangnya Pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan Undak
pidana di hidang perpujukan daerah.
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(2)

(3)

(4)

(3)

(1)
(2)
3)

(4)

Kedaluwarsa pcnagihan pojak sebagaimana dimaksud ayat (1)
tertangguh apabila :

a. diterbitkan Sural Tepuran dan/atau Sural Paksa,

h. ada penpakuan utang pajak dari wajib Prjak baik lnngsung maupun
lidak langsung,

Dalam hal diterhitkan Surat Teguran dan Surat Paksa schagaimuna

dimaksud pada ayal (2) huruf a, kedaluwarsa penupihan dihitung

sejak tanggal penyampaian Surat paksa tersebul.

Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadaranny: menyatakan

masih mempunyai utang Pajak dan helum melunasinys kepada

Pemerintah Daerah.

Pengakuan utang secara tidak langsung sebuguimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b dupat diketahui dari pengajuan permohonan

angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan

oleh Wajib Pajak.

Pasal 17
Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagib lagi karena hak untuk

melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

Kepala DPKAD mclakukan investurisasi terhadap wajib pajak yang
berkategori kedaluwarsa schagaimana dimaksud ayat (1).

Inventarisasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dimohonkan persetujuan
Walikota.

Walikols menclapken Keputusan Penghapuson Piutang Pajak yang
sudah kedaluwarsu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB X
SANEKSI ADMINISTRASI
Pasal 18

Walikota dapat menutup dan mencabut ijin usaha bagi pengusaha
apabila :

a.

b.

melalaikan kewajiban dan/atau selama 2 (dua) bulan berturut-turut
tidak mombayar pajals atau;

dengansengaja memungut pajak dengun lidak menggunakan nota
pemabayaran yang sab, atau memungut tidak disctorkan ke Kas
Daecrah ;

tidak melayani dengan baik pelugas dan/atau tanpa alasan yang sah
menolak untuk diadakan tindak pemeriksaan dan melawan petugas
pemeriksa yang sah dilengkapi dengan surat tugas dari Walikola.




(1)

(2)

(1)

(2)

BAB XI
TATA CARA PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 19

Walikota berwenang mclakukan pemeriksaan Pajnk Daoerah unluk
menguii kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam
rangks  melaksanakan  peratwran  perundang-undangan  purpajakan
daerah.

Wajib pajak vang diperiksa wajib :

a. memperlihatkan dan/atau  meminjamkan  buku  alsu catatan,
dokumen  yang menjadi  dasarnyqn, dan dokomen lain yang
berhubungan dengan objek pajak yang terutang;

b, memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangdan
vang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran
pemeriksaan, dan/atan,

c. membenkun kelerangan yang diperlukan.

Tatacara pemeriksaan pujuk adalah scbhagai benkul

a. Pemeriksaan dilakukan sekurang kurangnya dalam waktu 3 (tiga)
bulan sckali oleh tim Pemeriksa;

b. 19m Pemeriksa Pajak scbagaimana dimaksud huruf a dibentuk oleh
Kepala Dinas  Pengelolaan  Keuangan  dan asct Daerah Kola
semarang;

¢. Tim Pemeriksa mempunyai lugas menguji kepaluban pemenuhan
pembayaran pajak dan kebenaran atas pemungutan dan penyctoran
pajak yang hasilnya dimuat dalam Berita Acara pemeriksaan Pajak;

d. Untuk  keperluan  pemeriksaan, Wajib  Pajak  diwajibkan
memperlihatkan,  meminjamkan  buku  catatan,  dokumen,
memberilkun kescrupatan uniuk memasuki ruangan/iempil. yang
diperlukan  dan memberikan  kelerangan yang  dapal

dipertanggungjawabkan.

BAB XlI
PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 20
Ielakaanann Peruluran Dacraly Kota Semarang Nowor 4 Tahun 2011
lentane Pajak Restoran diserahkan dan menjadi tanggung jawal
Kepala DPKAD.
Kepula  DPKAD  dalam  molaksanakan  Peralurian Dacralh Kota
Semarang Nomor 4 Tahun 2011 tenlung Pajak Restoran mempunyai
wewcnang :
a, melaksanakan pendataan dan pendaftaran objek pajak resloran,

b. menctapkan besarnya pajak;

memungut, menagih dan mencrima pembayaran pajak  sesual
dengan peraturan porundang-undangan yAang, berlalu;

13




(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kclcbihan
pembayaran pajak sebagaimana ayat (3) langsung diperhitungkan
uhtuk mechinasi terlebih dahulu utang pajaknya.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam wakiu
laing lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDKLEB.

(6) Apabila pcngembalian kelchihan pombayvaran pajak  dilakukan
selelah 2 (dusd) bulan sejak diterbitkannya SKPDLE, Kepala DPKAD
memberikan imbalan bunga 2 Y% (dua persen) acbulan atas
keterlambatan pembayaran kelebihan pajalk.

(7) Apabila kelecbihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang
pajak lainnya, sebagaimana dimaksud ayat (4) pembayvarannva
dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah
bukuan juga berlaku scbagai bukti pembayarannya.

(8) Atas dasar perselwyuan Wajib Pajak yvang berhak atas kelebihan
pembayaran pajak, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan
pajak yang akan terutang atau dengan utang pajak atas nama wajib

pajak lain.

Pasnl 14

(1) Pengembalian kclchihan pembayaran pajak schagaimana dimaksud
Pasal 29 ayat (5) dilakukan dengan menerbitkan SP2D.

(2) SP2D dibebankan pada mata anggaran pendapatan pajak tahun
anggaran berjalan atau mata anggaran penecrimaan semula.

Pasal 15
(1) SP2D dibuat rangkap 4 (cmpat) dengan pcruntukan scbagai berikut :

a. Lembar ke 1 dan 2 untuk Bidang Pcrbendaharaan sclaku Penerbit.
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D),

b. Lembar k¢ 3 untuk Wajib Pajak yang bersangkutan.
¢. Lembar ke 4 untuk Bidang Pajak.

(2) Bidang perbendaharaan DPKAD atas nama Kepala DPKAD wajib
menerbitkan Surat Perintah Pencaiaran Dana (SP2D) paling lambat 5

(lima) hari kerja sejak SPP diterima.

(3) Bidang Perbendaharaan mengembalikan lembar ke 2 SP2D yang telah
dibubuhi cap tanggal dan nomor penerbitan disertai lembar ke 2
kepada penerhil SKPNLE pajak.

BAB IX
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
YANG SUDAH KEDALUWARSA
Pasal 16

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kadaluwarsa setelah
melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung Sscjak saat
terutangnya Pajak, kecuali apabila wajib pajak mclakukan tindak

pidana di bidang perpajakan daerah. ti-




(1)

(2)

(3)

(1)

BAB Xl
TATA CARA PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29
Walikota berwenang melakukan pemneriksaan Pojuk Daernh untuk
mengilji kepatnhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam
ranpgka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajalan
dacrali,
Whajib pajak yang diperiksa wajib :

a. memperlihatkan  dan/atau  meminjamkan buku atau catatan,
dokumen vyang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang
berhubungan dengan objek pajak yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk mecmasuki tempat atau ruangan
yung dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran
pcmcriksaan, dan/atau;

¢. memberikan keterangan yang diperhikan.
Tatacara pemeriksaan pajak adalah sebagai berikul :

a, Perneriksaan dilakukan sekurang-kurangnya dalam waktu 3 (tiga)
bulan sekali oleh tim Pemeriksa;

b. Tim Pemeriksa Pujuk sebagaimana dimaksud huruf a dibentuk olch
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Kota
Semarang,

¢. Tim Pemeriksa mempunyai tugas mecnguji kepatuhan pemenuhan
pembayaran  pajak  dan kebenaran  atas  pemungutan  dan
penuctoran  pajak yang hasilnya dimuat dalam  Berita Acara
pemeriksaan Pajak;

d.Untuk  keperluan  pemeriksaan, Wajib  Pajak  diwajibkan
memperlihatkan, meminjamkan buku catatan, dokumen,
memberikan kesempatan untuk memasuki ruangan/tempatl yang
diperlukan  dan  memberikan  keterangan  yang  dapat
dipertanggungjawabkan,

BAB XT1
PENDELEGASIAN KEWENANGAN
Pasal 22

Pelaksanaan Peraturan Naerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2011
tentang J'ajak Restoran disernhkan dan menjadi tanggung jawab
Kepala DPEAD,

Kepala DPKAD dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kotg
Semarang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran mempunyai
wewenang :

a. melaksanakan pendataan dan pendattaran objek pajak restoran;

b, menetapkan besarnya pajak;

c. memungut, menagih dan menerima pembayaran pajak sesua
dengan peraturan perundang undangan yang berlaku; s




d. menerima, menolak, dan memberikan keputusan terhadap
permohonan angsuran, penundaan, pengurangan, keringanan,
pembebasan pajak, pengembalian kelebithan pembayaran pajak,

e melaksanakan pembelulan, pembatalan, pengurangan ketetapan
dan penghapusan atau pengurangan sanksi adminisirasi pajak;

f. menyetorkan penérimaan pajale paling lambat L x 24 juam ke kas
daerah;

g. menyampaikan laporan  pelaksanoan  (ugas huarf (o) sampai
dengan (f) setiap bulan kepada Walikota.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memcerinlahkan pengtindangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kola

Sermarang.

Ditctapkan di Semarang

Pada tanggal % A%u,( 5 2017

PlL. WALIKOTA SEMARANG
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